
ASPEK NUKUM PENERAPAN EKOLABEL 
DI WUTAN PRBDUKSI 

Biro Hukum dart Organtasi DegaFtemen Kehutman 
Jakarta 

Hutan di hdonesia 
Maha Esa yang hams dirn 
Dalam GBMN disebutkan bahwa : 
1. Modal dasar pembangunan nasional yang d i r n i l ~  oleh rakyat dan bangsa 

Indonesia, antara lain ialah kekayaan alam yang beranehragm 
terchpat di &rat, laut dan udara dan dirgantara yang dapat m y a w n  
secara bemggung jawab demi k e r n h u m  rakyat. 

2. Arah pernbangunan jangka pan3ang kedua, antara lain ialah : penday 
sumberdaya a l m  sebagai pokok-p 
secara terencana, rasional, optimal, dan sesuai dengan 
kemmpuan daya sebesar-besar 
kernakrnuran rakyat serta 
keseimbmgan lingkungan hidup bagi pernbangunan yang berkelanjutan. 
Tata mang nasional yang bemawwan nusantara &jadikan pdomm bagi 
perencanaan pernbangunan agar penataan Iingkungan hidup d m  
pemmfaatan sumberdaya a l m  &pat dilakukan secara man,  tertib, efislen 
dan efektif. 

an hutan di Indonesia, dari 140,4 juta hektar 
hektar hutan yang akan dipertahankan 

sebagai kawasan hutan seluas 54,8 hektar dianhranya akin dipertahankan 
sebagai kawasan hutan produksi. 

Pengelolaan hutan produksi hams sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
antara lain ialah &lam pemanfaatm hutan produksi hams llakukan secara 
berkelanjutm dan bemawasan linghngan hidup. 

Sesuai dengan era globalisasi sekarang ini, setiap produksi hasil hutan 
yang ti& dikelola secara akrab dengan I ngan, &an disorot secara t a j m  
dan ditolak oieh masyarakat maju. Peno ini akan myebabkan kerugian 
bagi perekonomian hdone$ia, ymg akhimya menimbukan kesulitan bagi pem- 

nan Indonesia dan terganggunya program pembangnan untuk mensejahte- 
rakyat. Namun sebaliknya, suatu produk yang akrab dengan lingkungan 



&an menjadi produk yang utama yang a k a  diterima oleh masyarakat yang m j u  
dm terhdap produk yang akrab dengan 1.-rgkungan tersebut akan diberi suatu 
tanda yang disebut ekolabel 

Da lm kriteria pengelolaan hutan ilestasi menumt ITTO a& 5 asyek 
* yang hams dipenuhi &lam pengelolam hutan secara lestan, yaitu . 
a. Aspek surnberdaya hutan Ororest resources aspect) 
b. Aspek kelestarian hasil (sustainabLe aspect) 
c .  Aspek konservasi (consemation aspect) 
d. Fispek sssial ekonorni (socio economic aspect) 
e. Aspek insfitusi (inslitutional aspect) 

Kriteria ini b e  hdonesia b lah mempakan ha1 yang barn. Di 
Indonesia prinsip pengelolaan hutan secara le 
berbagai perahrm pemdang-mhgm.  Sebelu ya Undang-Undang 
Nornor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Negara IRepublik Indonesia Tahm 1967 Nornor 8, 
Nomor 2283, telah ada berbagai peraturan pe 
&&a Belanda, seperti Bosch Ordomantie Java en Madoera, 

nya. Secara keselu peraturan pemnbg-undangan itu telah memuat 
prinsip-prinsip pengelolaan hutan seeara leslari. 

Beberapa Aspek Nukuan Ekolabel 

Dasar hukum yang tertingi pengelolaarn hutan secara lestari, adalala 
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kerndim hjabarkm Marn 
Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, terakhir dengan Ketebpan MPR 
Nomor NMPR11993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Sebagai tin& 
lanjut telah ditetapkan pula W No. 5/1967 tentang Ketentuan-keten~uan Pokok 

K)  dan UU No. 511990 tentang Konservasi Surnberdaya Alam 

kan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang 
asil hutan untuk mernenh keperluan masyarakat 

ntuk pembangunan, industri d m  ekspor. 
si ini, dapat dilakukan kegiatan pengusa- 
K disebutkan ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut : 
1. Pengusahaan hutan bemjuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi 

pembangunan ekonomi naional d m  ke rnah ran  rakyat. 
2. P e ~ s a h a a r p  hutan cfiselenggarakm berdasar azas kelestarian daTl azas 

perusaham menumt rencana karya atau bagan kerja tersebut pada Pasal 8, 
dan meliputi : penmaman, pemeliharaan, pernungutan hasil, pengolahan dm 
pemasaran has3 hum.  



D d m  UUPM dsebutkan pula bahvva kegiatan pengus 
dalam rangka pemanfaatan sumberdaya a i m  beruga hutan, hams 
dengan tetap berpegang pada prinsip kelestarian hutan dm azas perushaan. 
D a l m  prinsip kelestarian hutan tersebut pada dlasarnya sudah terkandung di 

a prinsig pembangunan hutan berkelanjutan d m  bemawasan Ping- 
Oleh karena kegiatan pengusahm hutan teiah dilakukan berdasarkan 

prinsip kelestarian hutan, maka produk yang d i h a s i h  dianggap telah akrab 
dengan lingkungan, yang berarti pula dapat diberikm tan& ekolabel. 

&gga sekarang ini, ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur 
kriteria dan indlkator suatu prod& yang dapat &beri tanda lulus ekolabel belum 

skan secara sistematis. Oleh karena itu prinsip pengusahaan hutan secara 
Lestari, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai 
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 shun 1967 atm W P K .  Secara 
yuridis, sesuai dengan kriteria ITTO Guideline, maka peraturan perundang- 
undangan yang mmgatur prinsip pengelolaan hutan produksi secara lestan 
sebagaimana dimaksud dalam ITTO Guideline tersebut kemulan secara gans 
besar telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nornor 2521Kpts-IU93 
tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Nutan Produksi Alam Monesia 
Secara Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri 
Mehutanan Nomor 5761Kpts-11/93. Kriteria dan indikator pengelolaan hutan 
yang diatur &dam keputusan ini bersifat nasional, sedangkan untuk tingkat 
management unit diatur dengan Keputusm Menteri Kehutanm Nornor 
610Kpts-IVl1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi 
Alam Secara Lestari pada Tingkat Management Unit. Karena peraturan kriteria 
dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang diatur &lam ketiga 
Keputusan Menteri Kehutanan tersebut barn ddam garis besar, maka para 
pelaksana masih &an berhadapan dengan pernasalahan teknisnya. 

Kriteria dan Indikator Pengelolam Nutan Lestari 

a. Aslpek sumberdaya hutan 

Indikator aspek sumberdaya hutan ini secara nasional terdiri dari : 
1. Areal hutan telah dikukuhkan d d a t a u  ditetapkan sebagai kawasan hutan 
2. Hutan telah diinventarisasi 
3. Keanekaragaman jenis dalam kawasan hutan terjamin telah tenvakifi. 

Peraturan perundmg-undangan yang mengatur aspek sumberdaya 
hutan, atau juga disebut forest security aspect, menyatakan bahtva setiap hutan 
yang diusahakan &lam kegiatan pengusahaan hutan, haruslah mempunyai 
kepastian hukum. Kepastian hukum tersebui iaiah bahwa areal hutan yang 
lkelola sebagai areal hak pengusahaan hutan haruslah rnerupakan kawasan 
hutan yang berarti bahwa areal tersebut telah &kukuMan atau ditata batas dan 



telah diteQpkan sebagai kawasan hutan. Ketentuan mengemi pengukuhan hutan 
dan penataan batas areal HPH diatur d a l m  : 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 lakun 1970 tentang Ehk Pengusham 

Hutan dan Hak Pernungutan Hasil Hutan, yang kemudaan diubah dengan 
Peraturm Pernerintah Nomor 18 M u n  1975. 

2. Peraturan Peme~ntA Nornor 33 tahun 1970 tentang Perencanam Hutan. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang El& Pengus 

4. Menteri Pertanian Nomor 29 1/Kpts/Umll990. 
5. Meputusm Menteri Kehutanan Nomor 399Wts-IU90 tentang Pedornm 

Pengukuhan Hutan. 
6. 1Keputusm DirJen Kelbuman Nomor 541KptsDJPLl75 g Pdomm 

Pel&anaan Penataan Batas Areal MerJa Hak Pengus Hum,  jo. 
Nornor 22IKptslDSN198 1. 

7. Forestry AgreemenVSK W H  yang bersangkutan. 

Indikator aspek kelestarian hasit secara nasional terdiri dari : 
1. Rekamm sejaaVriwayat pengelolaan hutan d i d o b e n t a s h  secara baik. 
2. Penetapan rotasi (daur) dan etat penebmgan sesuai dengan potensi hutan. 
3.  Penetapan sistem silvikultur yang sesuai dengan tipe h u m y a .  
4. Pengaturm target dan pemanfaatan produksi telah ditetapkm sesuai dengm 

variasi sumberbya h u b .  
agement unit, kdikator dari aspek konhuitas produksi 
i h u k ,  penenturn sistem silvikultur, perenc 

p r d u k t i v i ~  areal &lam jmgka panjang, pengaturan dan pemanfaatan hasil ban 
sejarah pengelolam. 

Untuk melakukm suatu kegiatan pengusahaan hutan setiap pemegmg 
l3a.k Pengusahaan Hutan wajib membuat h c m a  Kargia Peng~ls&aan Hutan, 
baik dal Rencan Pengusham Hutan un& selumh jangka 
w& p hitan , Rerrcana Karya Lima T h m  ( E L )  d m  
rencam Karya Tahunan (RKT). Pedoman pembuatan setiap rencana karya ini. 
telah dituangkan d a r n ?  Keputusan Menteri Kehuman : 
1 Nornor 274Kpts-IV89 tentang Kewajiban Pemegmg Hak Pengush- 

H u m  yang mel~puti Selumh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan. 
2. Nomor 114/H(gts-11/92 tentang Rencana Karya Eima Tahun d m  IPen~araa 

Tahunan Pengusahaan Hutan. 
3. Nornor 485mts-IU1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan 

tgilam Produksi & Indonesia. 
Sebagai tindak lanjut Keputusrn Menteri tersebut, telah ditetapkan 

beberapa Keputusan Direktur Jendera! Pengushaan f i tan,  seperti : 



1 Keputusan Direktur Jenderal Kehutanm Nomor 35KptsmDW1972 tentang 
Pedoman Tebang Pilih Indonesia, Tebang Habis dengm Penanaman, Tebang 
Habis dengan Pemudaan Alam dan Pedoman Pengawasmya. 

2 Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 564Kpts-BPW1989 
tentang Pedoman Tebang Pilih T a n m  Indonesia. 

3 Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 152KptsOV-BPW 1993 
tentang Pedoman Penyllsunan Rencana Karya Tahunm Pengusahaan Hutan 

4 Keputusan Dirjen Pengusahaan H u m  Nornor 539Kptsm-RPW1989 ten- 
tang Kriteria d m  T a b  Cara Penilaian Pelaksitllaan Kegiatan Pengusaham 
Hutan. 

c. Aspek konservasi 

Dalarn pengelolaan hutan alam pada tingkat nasional aspek konservasi 
terdiri dari : 
1. Telah a& penetapan areal konservasi dalm hutan produksi alam. 
2. Pengelolaan wilayah konservasi &lam hutan produksi alam. 
3. Analisis Mengenai Dmpak Lingkungan (AMDAL) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan. 
4. Meneragkan kaidah konservasi tanah dan air secara efektif sesuai dengan 

kondisi lapangan dan rklim setempat. 
Pada tingkat management unit, indikator dari aspek konservasi terdiri 

dari : perlindungan dm pengamanm, perlindungan flora dm fauna dan Analisis 
Mengenai Dampak L h g h n g m  (AMDAL). 

Untuk pelaksanaan aspek konservasi tersebut, telah diatur berbagai 
ketentuan dalam peraturan perudang-undmgan : 
1. Undmg-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Linghgan  

Hidup; serta peraturan pelaksan 
2. Undmg-Unhg Nomor 5 Tahun 1990 tentang i Sumberdaya 

Alam Hayati dan Ekosistemya; s e a  Peraturan Pel Ya. 
3. Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 1 985 tentang Perlindungan Hutan. 
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523mts-IU1993 tentang Pedoman 

Perlindungm Hutan di Areal Pengusdhaan Hutan. 
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2 188lKpts-IU94 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan. 

d. Aspek sosid ekonomi 

Aspek sosial ekonomi pada tingkat nasional, terdiri dari : 
1. Penyerapan tenaga kerja 
2. Kesempatan bemsaha 



3. Peningkatan kesej Ateraan di dalam dan di sekitar hutan 
4. Peningkatan pendapataTl nasional 

Pada tingkat management unit aspek ini mencakup : penyerapan tenaga 
kerja, kesempatan b e r u s h ,  peningkatan kesejahteraan masya rh t  dan 
peningkatan pendaparan nasional. 

Untuk terpenuhya aspek sosial ekonorni tersebut, dalam 
telah dik rbagai peraturn pemdang-undangan yang 

waj ib an .dm di oteh pemegang W H ,  bempa : 
1 . Keputusan MePlteri Kehutanan hornor 69 1Kpts-IV199 1 tentang 

Pemegang EBH dalam Pembinzm Mqaraka t  di d a l m  dan & 
Hutan dalam bentuk progrm WgII Bina Desa Hutan. Keputusan ini 
kemucfim d iperbhmi  dengan Ke2uhsm Nomor 69/Kpts-PV95. 

2. Keputusan Dirjen P Nomor 170KptslIV-PNW1992 
tentang Pedoman Pem Pemegang WPH dalm Rangka 

3. Keputusan DirJen Pengus Hutm Nomor 2 l ln<pts/IV-PM 1992 
tentang Petmjuk T HPH Bina Desa Hutan. 

4. Kepuhsan Dirjen Pengus Nomor 288KptslIV-PWW1992 
tentang Kriteria Keberhilan Pel& 
Bina Desa Hutan 

Keputusm-keputusan Dirjen Pengusham H u m  ini, s 
perubahan sehubungan dengan admya kpu tusm Menteri Kehu 
691Kpts-II195. 

e. Aspek institusi 

Indikator aspek institusi pada tingkat nasional terdiri dan : 
1. Telah ditetapkan kebijaks hutan nasional dengan perahran p e m n h g -  

mcfangan. 
2. organisasi yang menjmin terselenggarmya kebGaksanaan 

tmgkat pusat dan claerah. 
3. Telah disusun perencanm kehuman yang bersifat jangka panjang, jmgka 

rnenengah dm jangka pendek pada tingkat nasional dan tingkat daerah. 
4. Dibenhknya lembaga kontrsl yan uruhan. 
5 Dilaksanakmya penelitian untuk aspek yang dimaksud. 

m m a g e m t  unit, lndikator aspek mstitusi. terdlri dan 
, penelitian d m  pengembmgan dan prosedur keselamatan 

kerja. 
Untuk dapat terlaksananya aspek institusi tersebut, selain telah diterbit- 

kannya perahran gerundang-undangm yang telah Asebutkan di mnllka, maka 
dalam bidang organisasi telah dikeluarkan berbagai kepuhsan Menteri 



Kehutanm dan Direktur Jenderd Pengusahaan H u m  serta Direksl Perusahm, 
seperti : 
1 Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 jo Nomor 58 tahun 1993 

diantaranya terbentuknya Departernen Ke 
2 Keputusan Presiden EU N o m r  9 6 M  1993, Penetapan Kabinet 

Pernbangunan VI, yang antara lain myata4(an a h y a  Menteri Kehuhanan 

Nomor 677KpaS-IY 1993 tentang Organisasi 

4. Keputusm Ment tentang Pembentukan Manvvil-Kanwil 

5. Peraturan Daerah tentang Pembentukan D i m  Keh Dati I dan Dati II. 
6 Keputusm Direksi Pemsahaan tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan 

serta Tata KerJanya. 

Penerapan Aspek Wukum Ekolabel 

Secara garis besar kewajiban pemegang W H ,  &pat dikelornpokkan 
rnenjadi 1 3 kewajiban : 

1. Membuat Piencma Karya Pengusahaan Hutan 
2. Melaksanakan penataan batas HPH 

endiri kegiatan pengus utan 
atan secara nyata d~ la 

5. Membangun sarana d m  prasarana sosial 
6. Mempeke j akm tenaga ahli daTl tenaga teknis kehutanan 
7. Mernbayar IHPH, IIIII, DR dan kewajibm lain yang ditetapkm oleh 

Pemerintah 
8. Mendlrikm industri hasil hutan atau terkait dengan industri lain 
9. Melahkm pernbinaan hutan dengan melaksanakm TPTI secara lengkap 

dm b a r ,  serta melakukan penanman pa& areal yang kosong. 
10. Mel&ukm usaha perlindungm d m  pengmman hutan pa& areal keqanya. 
11. Mel&ukm kegiatan p am lingkungm dan pemantaum lingkungan 

sesuai dengan AMDAL, dan RPL. 
12. Ti& memindah tangankan W H  kepada pihak lain tanpa izin Menteri 

Kehuman. 
13. Melakukan I31PH Bina Desa Hutan. 

Dalam rangka penilaian kegiatan pengushaan hutan atau kine rja 
kegiatan pengusahaan hutan, telah disusun suatu kriteria dan tata cara penilaian 
flPH sebagaimanm ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengusa- 
haan Hutan Nornor 5 37/KptsN-WW89. Apabila pelaksanaan pengusahm 
hutan rnencapai angka 50 atau lebih, maka perusahaan pemegang WII dianggap 
mampu melaksan&m kegiatan pengusham hutan yang dimaksud, Apakah 



ketentuan kinerja dapat digunakan untuk penentuan kelulusm ekohbel ? Ha1 itu 
tentu tergmtung pada pendapat dari m a s y d a t  mju .  Oleh karena itu, sennua 
ketentuan dalarn perahran perundang-undangan yang telah ada, seharusnya juga 
mempehatikm suatu kiteria dan indikator yang diin&an olleh masyarakat 
maju tersebut. Penyesuaian itu penting, karena walaupun menum pendapat Erita 
perahran perunhg-undangm yang ada telah Ganggap telah then&p dan baik, 
nmun jika hal-ha1 yang menurut kiteria 

sears lestari atau 
tercdiapat beberapa 

bagai kepentingan pemban bidang atau sektor non kehutanan 

melztlui pentam mang 

tingkat Nasional, 15 tahun kat PropinsiDati I dan 10 tahun untuqC 

berakibat juga terhadap perub d a b  kelestarian prduksi. 

Hutan tidak lagi &pat berJalm sesuai dengan rencana. Prinslp pengelolm 
hutan secara Iestari atau berkelanjutarn yang rnenyangkut aspek surnberdaya 
alam hutan dm k an hasil tidak &pat 

Sebelum a Undang-undang Pen R u q  (UU No. 24 Tahm 
1992.1, di Monesia telak ditetaph Keputusm Menteri Pe o m r  
680flcpts/Ud8/198 1 tentang Pedornan Benatagu serta 
beberapa keputusan l a b y a  yang menym&t ketenman knteria Mum Eindung, 
Hutan Prduksi, Hutan Suaka Aim, Hutan Wisata dm sebagainya. Atas dasv 
keputusm tersebut di hdonesia telah disusun dan ditetapkan Tata Guna Hutan 
kesepakatan untuk tiap Propinsmati I. Nmun setelah adanya Undarng-undmg 
Penataan Ruang, maka tiap Proginsirnati I telah membuat Rencana S 
Tata Ruang Wilayalh dengan suatu Peraturan Daerah, sehingga 

baik lokasi maupun luasnya kawasan h u m  yang disusun 
m y a  d a l m  TGHK. Adanya pembahm-perubahan? terse- 

but menirnbukan ketidak pastian hukurn &ri kawasm hutan, yang seb 
dan yang sudah dikukuhkan. Mid& pastian huhm tersebut, juga 
terhahjlap kegiatan pengus hutan. Oleh karena itu, apa yang diharapkan 



dalam aspek surnberdaya a l m  hutan'yang lestari rnungkrn ti& @at tenvujud, 
selalu te qadi perubahan-perubw, setiap 25, 15 atau 10 t a h u  

W H  t e r m a t  ketentuan-kdentuan sanksi yang dapat 
ang W H  atau pel&- pengusham hutan. 

-mdangan yang *at digunakan 
H yang melanggar atau Q 

kewajiban yang telah ditetapkm, antara lain sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 (Undang-undang Pokok 
Ke ) Pas$ 19 jo Perahran Pernerhtah Nornor 28 Tahun 1985 
(Perlhdungan Hutan). 

2. Undang-undang Nornor 4 Tahun 1982 (Undang-unw Pengelola  
Lhgkungan fidup ); 

3. Undang-undang Nornor 5 Tahun 1990 (Unhg-undang Konservasi 
Smberdaya A l m  IIayati d m  

4. %tab Undang-undang H b r n  

b. Tuntutan ireperdataan. 

E b b  Undang-udang H u h  Perdab; 

c. Smhi administratif. 

1. Undang-unhg Nomor 5 tahun 1967, PP Nornor 2 1 Tahun1970 lo. 
Nornor 18 Tahun 1975, dan f(eputusan Menteri Kehutanan Nomor 
493mTS-IU89 jo.Nornor822WTS-IW3 jo. Nomor 393mts-IY94. 

2. Undang-Unhg Nornor 4 tahun 1982, PP Nomor 51 tahun 1993 dara 
Keputusan Menteri K Nornor 2 1 8Kpts-II194. 

1. Suatu prod& yang &hasilkan dari hutan produksi Indonesia yang dikelola 
secara lestari atau berkelmjum atau akrab dengan lingkungan, diberi t d a  
ekolabel. 

2. Prinsip-prinsip pengeloiaan hutan secara lestari sebagaimana ditetagkan 
d a m  ITTB Guideline dm menyangkut ekolabel, pa& dasarnya telah 
diatur &lam berbagai peraturm pemnhg-undangan Indonesia, khususnya 
dalarn perahran peruncfang-udangan bidang kehutanan dan 1 
hdup. 



3. Peraturm pemndang-undangm yang khusus dan yang secara komprehensif 
meny-kut emlabelling, be lm tertuang &lam satu peraturm p e d m g -  
u n b g a n  tertentu, oleh karena itu perlu d i l akuh  inventarisasi dan 

skm, agar pelaks pemberim ekolabel' pada produk hasil 
pengelolam hutan produksi secara lestari atau berkelmjutan dapat dengan 
ef'ektif dan efisien. 

Perlu d i l h k m  hvemrisasi materi, disusun dan d i t e t apb  satu 
peraturm pemndang-mdangan ymg bersifat khusus dan komprehasif mengenai 
kriteria dan kdikator 
hasil hutan yang akrab 1 yang berasal dari pengelolm 
hutan ecam lestari, seh 


